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1. 

KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON, 

bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan 

Bupati Buton Nomor 53.a Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023, 

perlu diubah; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 53.a Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Buton Tahun 2023; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822);



10. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6056); 

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoensia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

288);



Menetapkan 

= 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 590); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; 

26. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2024-2026; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 

2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran 

Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168); 

29. Peraturan Bupati Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 

(Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 382); 

30. Peraturan Bupati Buton Nomor 45 Tahun 2022 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tahun 

2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 

Nomor 421): 

31.Peraturan Bupati Buton Nomor 53.a Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 

2023: 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 53.a TAHUN 2022 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BUTON TAHUN 2023.
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Pasal 1 

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3A 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah 

@ 

(3 

(4) 

(5 

G 

) 

menyusun dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Buton Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

a.BABI :  PENDAHULUAN 

b.BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 

c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH 

d.BAB IV :  PENUTUP 

Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a memuat: 

a. latar belakang; 

. maksud dan tujuan; b 

c. dasar hukum penyusunan; 

d. dasar pertimbangan perubahan 

€. sistematika penulisan. 

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II 

Tahun Berkenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b memuat capaian target kinerja dan penyerapan 

anggaran dari program/kegiatan sampai dengan triwulan 
115 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat 

program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, 

lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima 

manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak 

mengalami perubahan. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Buton Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Buton. 

Ditetapkan di Pasarwajo 

pada tanggal 9 Agustus 

Pj. BUPATI BUTON, 

ttd. 

BASIRAN 

Diundangkan di Pasarwajo 

pada tanggal, g Agustvs 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, 

ASNAWI JAMALUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 4 66


